
BUPATI HALIVIAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI I{ALMAHERA BARA?

NOMOR 10.A /KPTS /r1 202s

TENTANG

PEMtsERIAN TAMBATIAN PENGHASILAN BERDASARKAIT FERTIMBANGAIT
O&TEKTIF LAIIIISYA KEPADA TIM PENYUSUNAII PROPOMPERI}A

APARATUR SIPIL I'TEGARA DAN NOII APARATUR SIPIL NEGARA LINGKIIP
BAGIAIT HUKUM DAII ORGASISASI SEKRBTARIAT DAERAH

I(ABUPATEN HALMAIIERA BARAT
?AHUII 2oi2:d^

BUPA?I HAI,IYTAHERA BARAT,

&{enimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Paseli 58 Ayat {21 Peraturan
Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 7) Tahr:n 2019 tenteng
Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertiuba ngan Otrjektif Lainnya;

tr. bahwa dalam melaksanakan Penyusunan Produk Hukum Daerah
yang disusun secara terr:ncana, terpadu dan sisl.ematis perlu
membentuk Tim Penyusunan Propomperda dan keanggotaan;

c. bahwa trerdasar-kan pertimtrangan sebagaimana dimaksud huruf a.
dan huruf t), perlu menetapkan Keputusan Rupati tentang
Pemberian Tilmbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimi-rangan
Objektif Lainn-va Kepada Tim Penyusunan Propomperda Aparatur
Sipil l\egara clan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Bagian Hukum
dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Balat
Tahun 2A23.

fulengingat : 1. Undang-unclang Nomor 60 Tahun 1g5B tentang Penetapar:
Undang-undang Nomor '23 Darnrat Tahun 1957 tentanlg
Pernbentukan l)aerah-daerah Swatantra Tingkat II |)aiam Wi1a3,-ah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjacli Undang*rindang;

'2. Undang*undang Nomor 46 Tahun i999 tentang Pembentukan
Provinsi Maiuku Utara, Kabupaten Ruru dan Kabupat-en Maiuku
Tenggara Barat, Sebagairnana Telah Diubah Dengan lJnrlang-
undnng Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang*undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halnrahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Hah:rahera'lirnur dan Kot*
Tidore Kepuiauan di Provinsi Maluku lJtara;

4. Undang-unctang Nornor .17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Unrlang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;
8 Undang-undang Nornor

Negara;
7. Undang-undang Nomor

Daerah;
8. Undang*undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Femei:intah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nornor 55 'Iahun 2005 tentang Dana

Perirnbangan;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan

Keuangan l)aerah;
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5 Tahrin '2A14 tentang Aparatur Sipii
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11. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembahan Atas Ireraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentaflg Pembentukan Produk Hukum l)aerah;

12. Peraturan Menteri llalam Negeri Nomor: 77 Tahun 202A tentang
Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
20'21 tentang Perubahan atas Peratulan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemtlentukan dan
Susunan Perangkat llaerah Kalrupaten Halmahera Barat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 ?ahun
2422 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2CI23;

15" Peratriran Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2$22 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatet
i{aLmahera Barat Tahun Anggaran 2A'23.

MEMUTUSI{AN :

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainryra Kepada Tim Penyusunall Propomperda Aparatur
Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Bagian Hukum
dan Organis*tsi Sekretariat Daerah Kabupaten F{almahera Barat
Tahun '2A23, dengan susunan keanggotaan sel:ragaimzu:a
tercantum dalam Lampiran Keputusarr ini.
Tim Propomperrla mempunyai tugas seLragai trerikut :

1. Mengurnpulkan bahan rlan clata informasi di bidang Fengkajian
Peraturan Perundang-undangan untuk merigetahui hasil
produk hukum dacrah;

'2. Melakukan Harmonisasi Peraturan l)aerah, Peraturan Bupali
Instruksi Bupzrti guna menghasilkan produk hukum yang baik
dan trenar;

3. il,Iengkaji dan menganalisa dra{t Keputusan Rupati sesuni
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

+. Meiaksanakan pendistribusian Produk Hukum Daerah;
5. Melakukan Sasialisasi Produk Flukum Daerah.
Pemberian Tamtrahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, diberikan setiap bulannya kepada Aparatur Sipil Negara
dan Non Aparatur Sipil Negara.
Segala Lriaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkarlilya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan darr Ilelanja
Ilaerah, Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda
Kabupaten F{aknahera Barat Tahun Anggaran ZA'X.
Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

PE]ABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bid, Eko & Pemb. chl-
Kabag. Hukum & Orgs Y
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BARAT,

1.
2.
a
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Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
Badan Pemeriksaan Keuangan Penvakilan Maluku Utara di Ternate,
lnspektur Inspektorat l{abupaten Halmahera Barat di .Iailolo,
Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
Arsip.



I"{MPIRAN

TBI,{TANG

KtrPUTUSAN BUPATI HALMAHtrRA BARAT
NOMOR : 10.A /KPrSi I l'2A23
TANGGAL .. 2 JANUARI 2023

PtrNIITAPAN PF-MI]trRIAN 'I]AMtsAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PtrRNMtsANGAN OEJtrKTIF LAINNYA KJIPA}A
TIM PtrhMJSL}NAN PROPOMPERDA APARATUR SIPIL NIIGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NtrGARA LINGKUP BAGIA}I HUKUM
DAN ORGANISASI SEKRtrTA]?IAT DABRAI-{ KABUPATtrN
}{AI,I\{AHBR"q. BARAT TAHUN 2023
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Sekrelaris Daerah Kab. l{albar

Ass. Bid. Pembangunan & Eko

Ass. Bid, Administrasi Umum

Staf Ahli llid. Hukurn &, Politik

Kabag Hukum & Organisasi

Kasr-ibag Pengkajian Peraturan

Perundang-undangan

Fataha Idrus, SFI

Ferarnati Silalahi, Str

Sri Wahyuni Ya1low, S[{

llahria Abtiullah, SS

RaslTid Buamona, SE

Rina Rauf, SH

Novelina Luow

Lin Roba

Sance L. Lalu

Mitto Dalta

Yerobeam Saribu, SH

Marlina, SH

Merlin M. Ory, ST

Iskandar M. Nur

Kartini Rondonuu.u

Jellinek Lalomo

Mia trnjelina Salensehe

Ittrurul Aini I Saie

Reinhard La-lomo

Anastasia Ludu

Pengarah

Koordinator
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